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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, UTANG DAERAH TERHADAP PEMBELANJAAN MODAL DAN NON MODAL PEMDA DAN PEMKOT  DI JAWA TIMUR

Indrayati
dosen tetap jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang
Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan utang daerah terhadap pembelanjaan Pemda dan Pemkot di Jawa Timur.  Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS. 

     Hasil dari penelitian ini adalah variabel penapatan asli daerah, dana perimbangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembelanjaan modal dan non modal, sedangkan variabel utang daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembelanjaan modal dan non modal pemda dan pemkot di Jawa Timur.

     Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemda dan pemkot meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka menerapkan UU No 24/2005 tentang Otonomi Daerah. 

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Utang daerah, pembelanjaan Pemda dan pemkot.
Pendahuluan

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan  pada Undang-Undang No. 22/1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang 32/2004 tentang  Pemerintah daerah yang memisahkan antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif).  Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, maka menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim $ Abdullah, 2006). Pada pemerintahan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak eksekutif, legislatif dan publik. 

Tujuan pokok UU No. 32 Tahun 2004 adalah mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelengaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dalam rangka menegakkan system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai UUD 1945. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  Tujuan pokok UU No. 33 Tahun 2004 adalah upaya untuk memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, jujur, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti, dan mewujudkan system perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dalam rangka implementasi desentralisasi atau dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, pemerintah pusat akan mengalokasikan uang yang disebut Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah. Dalam implementasi desentralisasi pemerintah daerah menggunakan pendapatannya yaitu pendapatan asli daerah dan utang-utang daerah untuk membiayai pembelanjaan modal serta pengeluaran lainnya yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. 

Di dalam UU No. 25 Tahun 1999 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah (Pemda), pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan (bagian daerah dari bagi hasil pajak dan non pajak, DAU, DAK), disamping itu pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, dan pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.  Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemda dan seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat digunakan seefektif dan seefisien mungkin oleh pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Pulau Jawa umumnya dan Jawa Timur khususnya merupakan pulau yang paling tinggi pendapatan asli daerahnya, dan dana perimbangan  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran modal dan non modal. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), berpengaruh terhadap belanja modal dan non modal pemerintah daerah.  2. Apakah dana perimbangan (DP) berpengaruh terhadap belanja modal dan non modal pemerintah daerah.  3. Apakah utang-utang daerah berpengaruh terhadap belanja modal dan non modal pemerintah daerah.              4. Variabel mana yang pengaruhnya paling dominan terhadap belanja modal dan non modal pemerintah daerah 
     Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan bukti secara empirik dan mengetahui  mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah (pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan) dan non modal. 2. Memberikan bukti empirik dan mengetahui mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah (pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan) dan non modal. 3. Memberikan bukti empirik dan mengetahui mengenai pengaruh utang-utang pemerintah daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah (pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan) dan non modal . 

     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dan di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002). 

     APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah: 1995,).  

Secara umum pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1).  Pendapatan asli daerah (PAD), 2) Dana perimbangan (DP), 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan Asli daerah (PAD)

     Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah masing-masing kabupaten atau kotamadya. 

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3.  Bagian Laba Usaha Daerah

4. Lain-Lain PAD

Dana Perimbangan (DP)

     Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.  Dana perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Bagi Hasil Pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 21.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri atas provisi sumber daya alam / hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, dan penerimaaan dari iuran eksplorasi.

3. Dana Alokasi Umum.

4. Dana Alokasi Khusus

5. Dana darurat, terdiri atas Dana Kontingensi.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .

      Adalah meliputi: 1) hasil penjualan barang milik daerah dan 2) penerimaan jasa giro. 

Klasifikasi Pinjaman dalam Pemerintah daerah 

     Pinjaman atau utang peemrintah daerah merupaka kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu.  Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya pemerintah daerah yang mengandung manfaat ekonomi.  Utang aderah meliputi:

1. Utang lancar

2. Utang jangka panjang. 

Utang lancar 

Yang termasuk daalm kelompok utang lancar antara lain:

a. Utang

b. utang bank

c. Utang pajak

d. Pendapatan diterima simuka

e. utang alin-lain

Utang Jangka Panjang 

  Utang jangka panjang antara lain meliputi:

a. Utang bank

b. Utang obligasi

c. Utang dalam negeri

d. Utang luar negeri 
Klasifikasi Belanja dalam APBD 
     Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Belanja administrasi umum

2. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik

3. Belanja modal

4. Belanja transfer

5. Belanja tak tersangka

Belanja dapat juga dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu:

1. Belanja selain modal

2. Belanja modal

Belanja Administrasi Umum

     Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Perjalanan Dinas

4. Belanja Pemeliharaan 

Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 

     Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.  Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai

2. Belanja barang

3. Belanja perjalanan

4. Belanja pemeliharaan

Belanja Transfer

     Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan penegmbalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.  Kelompok belanja ini etrdiri atas pembayaran:

1. Angsuran pinjaman

2. Dana bantuan

3. Dana Cadangan

Belanja Tak Tersangka 

     Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. 

Belanja Modal 

     Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya gaji, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas serta belanja pembangunan.  Belanja Modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.  Contoh belanja publik adalah pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.  Contohnya belanja aparatur adalah pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas. 

Hubungan Antara Eksekutif dan legislatif dalam Penyusunan APBD 

     Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.  Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).  Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. 

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini dirancang  untuk menguji hubungan dan pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan utang daerah terhadap pembelanjaan modal dan pembelanjaan bukan modal pemerintah daerah dan kota di Jawa Timur pada tahun 2008. 

Jenis Penelitian 

     Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau penelitian terapan bersifat kausal yaitu penelitian yang menguji  hubungan atau pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent. Dimana variabel dependent adalah pengeluaran modal dan bukan modal, sedangkan variabel independent adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan utang daerah. 

Tempat Penelitian

     Tempat penelitian ini adalah pemerintah daerah dan pemerintah kota di Jawa Timur.

Populasi dan sampel 

     Populasi adalah seluruh pemerintah daerah dan kota di Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah dan pemerintah kota yang ada di  Jawa Timur pada tahun anggaran 2008 yaitu sejumlah 38 pemerintah daerah dan pemerintah kota. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus dimana semua pemerintah daerah dan kota yang ada di  Jawa Timur di Indonesia yang membuat laporan keuangannya pada tahun 2008 dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini .

Sumber data 

      Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah kota se Jawa Timur Indonesia yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2008. 

Teknik Pengumpulan data     

     Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan beberapa dengan riset lapangan terhadap laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisai APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan) pemda dan pemkot se Indonesia melalui  situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, melalui Internet serta sumber lain. 

Metode Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan alat (software) SPSS 11. 

Adapun persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y1 it  + Y2 it= a + b1 PADit + b2 DPit + b3 UDit + e 

Dalam hal ini:

Y1it = Belanja modal pemerintah daerah i pada tahun t

Y2 it = Belanja non modal pemerintah daerah i pada tahun t

A = konstanta

B1 – b3 = koefisien regresi

PADit = Pendapatan Asli daerah pemerintah daerah i pada tahun t

DPit = Dana Perimbangan pemerintah daerah i pada tahun t

UDit = Utang Daerah pemerintah daerah i pada tahun t

E = error term 

Regresi linear berganda ini digunakan untuk memprediksi apakah komponen PADit, DPit, UDit secara serentak dan secara parsial mempengaruhi belanja modal pemda. 

Metode Pengujian Hipotesis

     Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1.Uji asumsi klasik terhadap validitas dan reliabilitas data yaitu pengujian terhadap normalitas data, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

2. Uji F adalah pengujian secara serentak atau simultan terhadap semua variabel independent yaitu PADit, DPit, UDit yang mempengaruhi BMit.

3. Uji T adalah pengujian secara simultan terhadap masing-masing variabel yaitu PADit, DPit, UDit yang mempengaruhi belanja modal. 

4. Uji R, R2 dan adjusted R2 . serta uji min, max, rata-rata dan deviasi standart. 

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

Normalitas Residual

 Hasil uji normalitas residual dapat dilihat pada Lampiran 1 dan dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas

	
	Nilai

	Nilai Kolmogorov-Smirnov
	1,012

	p-value
	0.258


Hasil output SPSS 15 sebagai berikut:
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Dari hasil tabel di atas nilai p-value lebih besar dari α = 5%, sehingga disimpulkan bahwa residual model menyebar normal (asumsi terpenuhi). 
Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Lampiran 4 dan dapat diringkas pada tabel berikut:
Tabel 2
Hasil uji Multikolinieritas

	Variabel
	VIF

	X1
	1,796

	X2
	1,688

	X3
	1,086


Hasil output SPSS 15 sebagai berikut:
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Tidak adanya multikolinieritas diperkuat dengan hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan (nyata).  
Heteroskedastisitas
Hasil output SPSS 15 sebagai berikut:
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Dari hasil plotting grafik diatas, terlihat bahwa  tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas.

Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini sebagai berikut:
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Hasil uji Lagrange-Multiplier menunjukkan p-value (probability/ Sig.) untuk lag residual > 0.05 yaitu sebesar 0,272 (non signifikan) berarti asumsi non-autokorelasi dalam regresi telah terpenuhi.

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dilakukan dengan bantuan software SPSS 15 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 

Hasil Pengolahan Data

	Variabel independen
	Unstandardized Coefficients B
	Partial Correlations
	t Hitung
	Probabilitas (Sig.)
	Keterangan

	Konstanta
	3 x 1011
	
	3,223
	0,003
	Signifikan

	PAD (X1)
	4,121
	0,616
	4,557
	0,000
	Signifikan 

	Dana Prb (X2)
	0,430
	0,352
	2,192
	0,035
	Signifikan

	Utg Drh (X3)
	-1,674
	-0,209
	-1,249
	0,220
	Tidak Sig

	   R2
   R

   F-hitung

   F-tabel (3;34)

   Sig. F
	0,655

0,809

21,503

2,883

0,000


Keterangan:

· Jumlah data (observasi) = 38

· Dependent Variable=  Belanja Pemda (Y) 

· Level Signifikansi = 0.05 (5%)

Pada hasil analisis tabel diatas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

Belanja Pemda (Y)  =  3 x 1011 + 4,121 PAD (X1)*  + 0,430 Dana Perimbangan (X2)*  -1,674 Utang Daerah (X3)
Pengujian Regresi Secara Simultan (Uji F)


Tabel hasil analisis regesi di atas menjelaskan bahwa variabel PAD (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Utang Daerah (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pemda (Y) yang ditunjukan oleh F hitung sebesar 21,503 dan F tabel (3;34) sebesar 2,883 (F hitung > F tabel sehingga model regresi dikatakan signifikan). Hasil ini senada dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α=0,05 (p< 0,05).

Pengujian Regresi Secara Parsial (Uji t)

a. Konstanta sebesar 3 x 1011 dengan probabilitas 0,003 yang nilainya lebih kecil dari nilai α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi variabel konstanta mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Pemda (Y). Dengan kata lain, jika variabel independen yang lain bernilai tetap/konstan/tidak mengalami peningkatan atau penurunan nilai maka besarnya Belanja Pemda (Y) sebesar Rp. 3 x 1011 
b. Variabel PAD (X1) memiliki koefisien β1 sebesar  4,121 dengan probabilitas 0,000 yang nilainya lebih kecil dari nilai α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi variabel PAD (X1) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Pemda (Y). Dengan kata lain, jika nilai PAD (X1) meningkat Rp 1 maka besarnya Belanja Pemda (Y) akan meningkat sebesar Rp. 4,121
c. Variabel Dana Perimbangan (X2)  memiliki koefisien β2 sebesar 0,430 dengan probabilitas 0,035 yang nilainya lebih kecil dari nilai α=0,05 (p < 0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi variabel Dana Perimbangan (X2)  mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Pemda (Y). Dengan kata lain, jika nilai Dana Perimbangan (X2)  meningkat Rp 1 maka besarnya Belanja Pemda (Y) akan meningkat sebesar Rp. 0,430
d. Variabel Utang Daerah (X3) memiliki koefisien β3 sebesar -1,674 dengan probabilitas 0,220 yang nilainya lebih besar  dari nilai α=0,05 (p > 0,05) sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, jadi variabel Utang Daerah (X3) mempunyai tidak pengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Pemda (Y).


Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas adalah yang diwakili oleh variabel PAD (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Utang Daerah (X3) berpengaruh secara serentak (simultan) terhadap Belanja Pemda (Y). Akan tetapi, secara parsial hanya variabel PAD (X1)  dan Dana Perimbangan (X2)  yang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pemda (Y), sedangkan sisanya variabel Utang Daerah (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pemda (Y). 

Pengujian Koefisien Determinasi (R2).


Nilai R2 = 0,655. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai Belanja Pemda yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 65,5% sedangkan sisanya, yaitu 34,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. R sebesar 0,809 artinya pengaruh antara Variabel PAD (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Utang Daerah (X3) terhadap Belanja Pemda (Y) adalah kuat (mendekati 1). 

Pengujian Variabel yang berpengaruh paling dominan

Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi Belanja Pemda (Y) dapat dilihat dari nilai korelasi parsial (Partial Correlations) masing-masing variabel dengan Belanja Pemda (Y). Dari output SPSS diatas terlihat bahwa nilai korelasi parsial tertinggi terjadi antara PAD (X1) terhadap Belanja Pemda (Y) yaitu sebesar 0,616. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, PAD (X1) adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Belanja Pemda (Y).

PENUTUP

Simpulan

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemerintah daerah baik belanja modal maupun belanja bukan modal.

2. Dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemerintah daerah baik belanja modal maupun belanja bukan modal.

3. Utang daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemerintah daerah baik belanja modal maupun belanja bukan modal. 

4. Secara serentak atau simultan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, utang daerah  terhadap belanja pemerintah daerah baik belanja modal maupun belanja bukan modal adalah kuat. 

5. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap belanja pemerintah daerah.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk 
     memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah baik belanja modal maupun bukan  

     modal dalam rangka otonomi daerah. 
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